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I. PENDAHULUAN 
 Penyelenggaraan pemerintahan secara umum memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi 
pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (services). Bagaimanapun bentuknya dan 
seberapapun luasnya wilayah, tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara 
terpusat secara terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah ini menimbulkan 
konsekuensi logis berupa pendistribusian urusan-urusan pemerintahan negara kepada 
pemerintah daerah. 
 Kondisi tersebut sejalan dengan tuntutan dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia  
Tahun 1945 amandemen keempat bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia 
dilaksanakan juga berdasarkan asas desentralisasi. Konsep desentralisasi ini implementasinya 
berbentuk pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri 
urusan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah 
menjadi urusan rumah tangganya sendiri. 
Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran 
 Kabupaten Bekasi  
 
Oleh : Yayan Rudianto 
 
Abstract 
    
Governance in general has two main functions, which are the regulation function and service 
function. Regulation function refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 32/2004 of 
Regional Government, and the service function refers to the Law of the Republic of Indonesia 
Number 25/2009 of Public Service. Both of these functions have not been implemented 
consistently. The rules are still at odds with the rules above it, and the quality of public services 
is still low.  
The results showed that the function of the Office of Health, Landscaping, and Firefighter 
in implementing the regulations on minimum service standards (SPM) have not been successful. 
The causes are: first, the executor is not clear about the meaning of the policy implementation. 
Secondly, the implementers do not understand the difference with regard to the clarity of shape 
public policy. Third, the implementers do not understand the difference with regard to clarity and 
understanding sequence of policy implementation, particularly the public sector. Bekasi district 
government gave the task to the Office of Public Works to prepare and submit an annual public 
report application performance and achievement of SPM to the Minister of Home Affairs through 
the Governor, when it should be the task of the Office of Health, Landscaping, and Firefighter. 
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Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dengan asas desentralisasi memiliki konsekuensi bertambahnya kewenangan daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan sebagian kewenangan pemerintah pusat 
diserahkan kepada daerah kabupaten/kota untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah 
tangganya sendiri. Dengan demikian setiap daerah otonom dituntut untuk melaksanakan 
kewenangan tersebut dengan optimal sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan 
masing-masing daerah.  Dalam hal ini kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dibutuhkan 
untuk mewujudkan tujuan ideal dari otonomi daerah tersebut.   
Pemberian otonomi yang luas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula 
prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan 
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai 
dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, 
Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, 
standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan 
evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan 
dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini 
tujuan otonomi daerah diartikan sebagai peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka 
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 ayat (1) bahwa penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi 
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pengertian kriteria 
eksternalitas adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan didtentukan berdasarkan 
luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan. Pada sisi yang lain konsep kriteria akuntabilitas mengandung pengertian sebagai 
pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan 
kedekatannya dengan luass, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh 
penyelenggararaan suatu urusan pemerintahan. 
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 Konsep kriteria efisiensi merupakan bagian dari kriteria didalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan. Dalam hal ini diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan 
ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat dayaguna yang paling tinggi yang diperolehnya.  
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada setiap tingkatan merupakan pelaksanaan 
hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan 
kota atau antar pemerintahan  daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai 
sistem pemerintahan. Artinya kewenangan diselenggarakan oleh masing-masing tingakatn 
pemerintahan dengan tujuan menjaga keselarasan dan  terjalinnya hubungan harmonis antara 
Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota serta antar pemerintahan 
daerah. 
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas 
urusan wajib dan urusan pilihan.  Penyelenggaran urusan pemerintahan yang bersifat wajib 
wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dan dilaksanakan secara bertahap dan 
ditetapkan oleh Pemerintah. 
 Pengertian urusan wajib dalam kewenangan pemerintah adalah urusan yang sangat 
mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain: a). 
perlindungan hak konstitusional; b). perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan 
masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan 
c). pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi 
internasional. 
 Sedangkan pengertian dari urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di 
Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan dan potensi unggulan daerah. 
 Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota 
merupakan urusan yang berskala kabupaten/Kota. Pada pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah diuraikan mengenai urusan wajib kabupaten/ kota meliputi : 
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. Penanganan bidang kesehatan; 
6. Penyelenggaraan pendidikan; 
7. Penanggulangan masalah sosial; 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
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10. Pengendalian lingkungan hidup; 
11. Pelayanan pertanahan; 
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. Pelayanan administrasi penanaman modal; 
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia jika diamati 
memiliki beberapa permasalahan mendasar. Pertama, rendahnya kualitas produk layanan. Tak 
dapat dipungkiri lagi kualitas produk layanan publik mendasar kualitasnya tak layak untuk 
digunakan oleh masyarakat. Kedua, rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan. Ketiga, 
ketiadaaan akses bagi kelompok miskin/marginal dan  penyandang cacat.  Keempat, ketiadaan 
mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Kelima, ketiadaan ruang partisipasi publik 
dalam penyelenggaraan pelayanan. Partisipasi publik bertujuan untuk menempatkan 
masyarakat sebagai subyek. Penempatan kembali masyarakat sebagai subyek dalam 
pelayanan publik perlu dilakukan sebagai proses revisi terhadap penyelenggaraan pelayanan 
publik yang selama ini hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah dengan tanpa melibatkan 
masyarakat dalam setiap prosesnya.       
Beberapa esensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu selalu disadari 
adalah: 
1. Adanya kewajiban pada pihak administrasi negara untuk menjalankan fungsi dan 
wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih; 
2. Pengakuan terhadap hak asasi setiap warganegara atas pemerintahan dan perilaku 
administratif yang baik;  
3. Keanekaragaman jenis serta lingkup pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia sebagai 
akibat dari adanya keragaman urusan dan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi 
melalui penyelenggaraan pelayanan publik; 
 Sistem pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan 
kesejahteraan masyarakat, setidak-tidaknya harus memberikan pedoman komprehensif yang 
mengikat aparat dan masyarakat tentang: 
1. Jaminan bahwa pelayanan publik tersebut dikelola secara profesional dan 
bertanggungjawab oleh petugas publik yang berwenang untuk memberikan pelayanan 
publik (Code of Conduct for Public Servants);  
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2. Prosedur yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pelayanan publik 
yang diselenggarakan oleh pejabat atau petugas yang berwenang; 
3. Jaminan bahwa manfaat pelayanan publik yang diharapkan dan dibutuhkan oleh 
masyarakat tersebut dapat diperoleh secara layak, wajar, dan proporsional bila dihadapkan 
dengan biaya dan pengorbanan yang harus diberikan. 
Dalam kerangka mengatasi permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan 
pelayanan publik  dan untuk menghindari terjadinya crowding out effects, maka perlu dibuat 
seperangkat peraturan kebijakan yang memberikan dasar hukum serta kekuatan mengikat dari 
sistem pelayanan tersebut. Seperangkat peraturan tersebut mulai dari kebijakan umum, 
nasional, pelaksanaan, hingga peraturan umum di daerah (perda) dan peraturan teknis daerah 
yang perumusan dan implementasinya mengacu pada prinsip-prinsip berdasarkan peraturan 
yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. 
 Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, 
yakni Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran perlu menetapkan dan 
mengintegrasikan sistem dan prosedur pelayanan publik  dalam bentuk Standar Pelayanan 
Minimal  (SPM) yang di dalamnya dapat menjamin legalitas dan bekerjanya struktur organisasi, 
pengisian jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi penyelenggara pelayanan publik dengan pejabat-
pejabat dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.  
Di samping itu SPM dapat memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tugas, 
tanggung jawab, kewenangan dan hak-hak penyelenggara pelayanan publik serta dapat 
memberikan dasar hukum yang kuat atas pengakuan kedudukan penegakan hak dan 
kewajiban, serta tanggung jawab masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. 
Standar Pelayanan Minimal  (SPM) merupakan standar kualitas pelayanan yang sekurang-
kurangnya harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik dengan kualitas hasil 
kerja yang diukur dari tingkat kepuasan minimum yang dapat diterima penerima manfaat 
pelayanan publik.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: “Bagaimana Implementasi Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 
pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi?” 
 
II. Metodologi Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang ada yang berkaitan 
dengan penetapan dan penyusunan standar pelayanan minimal, terutama data sekunder yang 
terdapat di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran penulis 
survei. Kegiatan survei ini dilakukan setelah masalah penelitian dipilih. Penelaahan kepustakaan 
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termasuk memperoleh ide tentang masalah apa yang paling up to date untuk dirumuskan dalam 
penelitian. 
 Dengan survei ini, peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu 
yang relevan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data 
atau dalam analisis data yang telah dipergunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu; memperoleh 
orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih; serta menghindarkan terjadinya 
duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.  
 Studi literatur juga penulis gunakan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang 
berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat simpulan dan 
degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. 
Dengan mengadakan studi terhadap literatur yang telah ada, peneliti juga dapat belajar secara 
lebih sistematis lagi tentang cara-cara menulis karya ilmiah, cara mengungkapkan buah pikiran 
yang akan membuat lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian. 
 Dalam mencari keterangan tentang buku serta bahan bacaan untuk keperluan studi ini 
penulis menggunakan sumber utama, yaitu buku referensi yaitu cara mencari petunjuk pada 
beberapa buku referensi yang memberi informasi langsung: kamus, ensiklopedia, direktori, 
almanak, kamus biografi, buku atlas, dan buku statistik, dan yang memberi petunjuk pada 
sumber informasi: bibliografi, indeks, dan abstrak.  
 Setelah bahan bacaan berhasil penulis telusuri, dilanjutkan dengan membaca dan 
mencatat bahan–bahan perpustakaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang 
diperlukan. Seteruskan dilakukan kegiatan mengutip informasi dengan bentuk pengutipan Precis 
(baca: praisi) yaitu pemendekan isi yang lebih padat dari ikhtisar atau summary, dengan memilih 
secara hati-hati material yang akan dipendekkan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang 
tidak lari dari rencana orisinil artikel. 
Sumber bacaan yang dapat digunakan dalam penelitian ini banyak sekali. Setelah 
melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan penelitian, sumber bacaan yang penulis 
gunakan adalah: buku teks, surat kabar online, penyedia informasi online perorangan, dan 
penyedia informasi online milik publik, privat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain, 
seperti: http://id.wikipedia.org. 
 
III. Kerangka Teori dan Konsep 
Penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah 
(kabupaten/kota) berkaitan dengan dua referensi sebagai rujukan pembahasan penelitian, yaitu 
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teori implementasi kebijakan publik dan konsep tentang standar pelayanan minimal. Kedua 
referensi ini menjadi kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini. 
 
A. Implementasi Kebijakan Publik 
 Implementasi adalah proses untuk mengubah kebijakan dalam praktek. Namun, itu 
adalah umum untuk mengamati apakah terjadi gap antara apa yang direncanakan dan apa yang 
sebenarnya terjadi sebagai akibat dari kebijakan.  
 Terdapat  tiga model teoritis utama implementasi kebijakan (Buse et al, 2005). 
1. Pendekatan top-down  
 Pendekatan ini melihat pembentukan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sebagai 
kegiatan yang berbeda. Kebijakan ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam proses politik 
dan kemudian dikomunikasikan ke tingkat bawah yang kemudian dibebankan dengan tugas-
tugas teknis, manajerial, dan administrasi, menempatkan kebijakan ke dalam praktek. Ilmuwan 
politik telah berteori bahwa pendekatan top-down mensyaratkan bahwa kondisi tertentu 
mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif termasuk: 
a. Tujuan yang jelas dan logis konsisten.  
b. Teori kausal yang memadai (bagaimana tindakan tertentu akan mengakibatkan hasil yang 
diinginkan) Lihat bagian: Epidemiologi: Asosiasi & Penyebab.  
c. Sebuah proses pelaksanaan terstruktur untuk meningkatkan kepatuhan pelaksana (insentif 
dan sanksi). 
d. Komitmen, pejabat pelaksana terampil.  
e. Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan legislatif.  
f. Tidak ada perubahan kondisi sosial-ekonomi yang melemahkan dukungan politik atau teori. 
kausal yang mendasari kebijakan.  
g. Waktu yang memadai dan sumber daya yang cukup tersedia.  
h. Koordinasi dan komunikasi yang baik. 
 Masalah yang terkait dengan pendekatan top-down adalah: 
a. Hal ini sangat mungkin bahwa semua pra-kondisi akan hadir pada saat yang sama.  
b. Hanya mengadopsi perspektif mereka yang tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan 
mengabaikan peran aktor-aktor lain. 
c. Dan oleh karena itu, risiko melebihi-perkiraan dampak dari tindakan pemerintah 
(mengabaikan faktor-faktor lain).  
d. Sulit untuk menerapkan di mana ada satu, kebijakan dominan atau lembaga yang terlibat.  
e. Kebijakan berubah ketika mereka sedang melaksanakan. 
Yayan Rudianto – Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas 
Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi 
57 
 
2. Pendekatan bottom-up 
 Pendekatan ini mengakui bahwa individu pada tingkat bawah cenderung untuk 
memainkan peran aktif dalam pelaksanaan dan mungkin memiliki beberapa keleluasaan untuk 
membentuk kembali tujuan kebijakan dan mengubah cara itu untuk diimplementasikan. 
Pendekatan bottom-up melihat implementasi kebijakan adalah sebuah proses interaktif yang 
melibatkan pembuat kebijakan, pelaksana dari berbagai tingkat pemerintahan, dan aktor-aktor 
lain. Kebijakan dapat berubah selama pelaksanaan. 
 Masalah dari pendekatan bottom-up :  
a. Mengevaluasi dampak kebijakan menjadi sulit.  
b. Sulit untuk memisahkan pengaruh individu dan tingkat pemerintahan yang berbeda pada 
keputusan kebijakan dan konsekuensi. (Penting untuk akuntabilitas birokrasi).  
 
3. Teori Principal-agent 
 Dalam setiap situasi akan ada hubungan antara pelaku (orang-orang yang menentukan 
kebijakan) dan agen (mereka yang melaksanakan kebijakan), yang dapat mencakup kontrak 
atau perjanjian yang memungkinkan dasar untuk menentukan apa yang disediakan dan 
diperiksa bahwa ini telah dicapai. Jumlah kebijaksanaan yang diberikan kepada para agen dan 
kompleksitas dari hubungan principal-agent dipengaruhi oleh: 
a. Sifat skala kebijakan-termasuk masalah perubahan yang diperlukan, ukuran kelompok yang 
terkena dampak, sederhana vs intervensi yang kompleks, tidak jelas vs kebijakan yang 
jelas, banyak penyebab vs penyebab tunggal, tingkat sensitivitas politik, lamanya waktu 
sebelum perubahan menjadi jelas.  
b. Konteks atau keadaan sekitar, perubahan teknologi dan masalah iklim ekonomi-politik.  
c. Mesin organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-jumlah lembaga formal 
dan informal, jumlah keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan. 
 
B. Standar Pelayanan Minimal 
 Konsep Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam 
Negeri  Nomor 100/75/otda tanggal 8 Juli Tahun 2002  Perihal Pelaksanaan Kewenangan Wajib 
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  diartikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja 
penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada 
masyarakat. 
 Beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
adalah : 
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1. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib Daerah saja, namun 
Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan Standar Kinerja untuk Kewenangan 
Daerah yang lain; 
2. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh 
Kabupaten/Kota; 
3. Standar Pelayanan Minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta 
dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari Pemerintah daerah 
sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
4. Standar Pelayanan Minimal bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu 
ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan Nasional dan perkembangan kapasitas 
Daerah; 
 Standar Pelayanan minimal di Daerah harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah Pusat menetukan Standar Pelayanan Minimal secara jelas dan konkrit, 
sesederhana mungkin, tidak terlalu banyak dan mudah diukur untuk dipedomani oleh setiap 
unit organisasi perangkat Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan wajib Daerah. 
2. Indikator Standar Pelayanan Minimal memberikan informasi kinerja penyelenggaraan 
kewenangan wajib Daerah secara kualitas (seberapa berarti kemajuan yang telah 
dilakukan) dan secara kuantitas (seberapa banyak yang telah dilakukan) dengan 
mempunyai nilai bobot. 
3. Karakteristik indikator meliputi: 
a. Masukan, bagaimana tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, contoh : 
peralatan, perlengakapn, uang personil, dan lain-lain. 
b. Proses yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya seperti program atau kegiatan 
yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, isi program atau kegiatan, penerapannya dan 
pengelolaannya. 
c. Hasil, wujud pencapaian kinerja, termasuk pelayanan yang diberikan, persepsi public 
terhadap pelayanan tersebut, perubahan perilaku publik. 
d. Manfaat, tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas 
hidup, kepuasan konsumen/masyarakat, maupun Pemeerintah daerah. 
e. Dampak, pengaruh pelayanan terhadap kondisi secara makro berdasarkan manfaat 
yang dihasilkan. 
4. Indikator Standar Pelayanan Minimal menggambarkan indikasi variabel pelayanan dasar 
yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan menggambarkan 
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keseluruhan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu-kewaktu 
serta jenis pelaporan dasar kepada masyarakat terhadap kinerja unit organisasi perangkat 
daerah. 
5. Indikator (termasuk nilai) pelayanan minimal merupakan keadaan minimal yang diharapkan 
secara nasional untuk suatu jenis pelayanan tertentu. Yang dianggap minimal dapat 
merupakan kondisi Daerah-Daerah. 
6. Indikator Standar Pelayanan Minimal seharusnya diacu dalam perencanaan daerah, 
penganggaran daerah dan pemekaran dan penggabungan lembaga perangkat daerah, 
pengawasan, pelaporan dan salah satu dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 
Kepala Daerah serta penilaian kapasitas daerah. 
7. Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk jangka waktu tertentu ditetapkan 
batas awal pelayanan minimal (Minimum Service Baseline) dan target pelayanan yang akan 
dicapai (Minimum Service Target). 
8. Minimum Service Baseline, adalah spesifikasi kinerja pada tingkat awal berdasarkan data 
indicator Standar Pelayanan Minimal yang terakhir/terbaru. 
9. Minimum Service Target, adalah spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus 
dicapai dalam periode waktu tertentu dalam siklus perencanaan Daerah multi tahun untuk 
mencapai atau melebihi Standar Pelayanan Minimal. 
 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 
mendukung Pelayanan Dasar yang mencerminkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik oleh 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang 
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. 
2. Penyelenggaraan SPM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit organisasi perangkat 
daerah atau Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga mitra Pemerintah Daerah, terhadap 
kewenangan bidang Pemerintahan tertentu yang wajib dilaksanakan didasarkan kepada 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 
3. Melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan unit organisasi perangkat 
daerah dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kedalam Program 
Pembangunan Daerah  sebagai pengukuran indicator kinerja APBD atau anggaran lainnya. 
4. Unit organisasi perangkat daerah  dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan 
RAPBD memprioritaskan bidang Pemerintahan yang wajib menyentuh langsung kepada 
pelayanan dasar masyarakat dengan pengukuran kinerja berdasarkan indicator SPM yang 
telah ditetapkan. 
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5. Kajian penyempurnaan SPM sesuai Kewenangan yang Wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota 
berdasarkan kondisi riil, potensial dan kemampuannya. 
6. Sosialisasi, diseminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan 
Kewenangan Wajib Daerah Kabupaten/Kota yang merupaka  kebutuhan dasar masyarakat 
secara umum. 
7. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar 
Pelayanan Minimal. 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 6 Tahun 2007 tentang  Petunjuk 
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal diuraikan bahwa mengenai 
penentuan indikator SPM harus menggambarkan beberapa hal: 
1. Tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, 
dan personil; 
2. Tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan 
yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan 
keluaran, hasil dan dampak; 
3. Wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan 
perilaku masyarakat; 
4. Tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, 
kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; 
dan 
5. Keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau 
dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan. 
 Dalam hal penentuan nilai SPM untuk guideline ini ditetapkan berdasarkan berbagai 
pertimbangan yang mengacu pada keadaan Nasional maupun konteks Daerah. Untuk 
penentuan SPM ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 harus 
mengacu pada dua hal, yaitu: 
1. Kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada 
SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam 
bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang 
cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat 
menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM 
dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang 
lain; 
2. Cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan 
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mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan 
kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, 
variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya. 
 Batasan waktu untuk mengukur pencapaian SPM merupakan kurun waktu yang perlu 
ditentukan untuk mencapai SPM, baik di tingkat Daerah maupun Nasional. Beberpa hal yang 
perlu menjadi bahan pertimbangan penetapan batas waktu pencapaian SPM adalah: 
1. Status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan; 
2. Sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai; 
3. Variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan 
4. Kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah. 
 Karena guideline penyusunan dan penetapan SPM pada Dinas Kebersihan, 
Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran mengacu pada 16 kewenangan daerah yang 
merupakan kerangka dasar untuk perencanaan SPM dalam 5 (lima ) tahun, maka harus 
memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal, yaitu : 
1. Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang 
ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan; 
2. Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami; 
3. Nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis; 
4. Terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa; 
5. Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat; 
6. Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan 
menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia; 
7. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan 
8. Bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, 
kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM. 
 Pedoman teknis untuk bidang kebersihan, dan pertamanan mengacu pada Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan 
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 
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 Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan 
publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 
Sementara itu  Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan 
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa 
masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. 
 Dalam menyusun SPM ditentukan batas waktu pencapaian yaitu batas waktu untuk 
mencapai target jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara 
bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. 
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung 
penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target 
SPM. 
 Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target. 
 Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang.  
 Pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, terdapat beberapa 
jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 
2014. Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target yang relevan pada bidang Kebersihan dan 
Pertamanan  adalah: 
1.    Bidang Kebersihan 
a. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan), meliputi : 
1).   Air limbah permukiman dengan indikator : 
a) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. 
a. Pengertian 
Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau 
kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan 
asrama. 
Sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem permbuangan air 
limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi 
cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana 
pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja. 
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Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket 
lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh 
lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk 
digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara 
teknis oleh lembaga yang berwenang 
Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentukempat 
persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa 
masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, 
agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa 
mengganggu lingkungan. 
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang 
didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa 
perpipaan). 
Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar 
dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air 
limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan. 
b. Definisi Operasional 
1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan 
jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik 
(sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang 
memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air 
limbah domestik yang telah ditetapkan. 
2) Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani 
dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik 
pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki 
septik di seluruh kabupaten/kota. 
c. Cara Perhitungan/Rumus 
1) Rumus: 
SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah masyarakat yang memiliki 
tangki septik pada pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total 
masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota. Atau, 
dirumuskan sebagai berikut : 
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∑ akhir thn pencapaian SPM 
SPM tingkat pelayanan  =                                                     Tangki septik yang dilayani 
                                                                                                               Total tangki septik 
∑ seluruh kab/kota 
2) Pembilang: 
Tangki septik yang dilayani adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dilayani 
oleh IPLT di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM. 
3) Penyebut 
Total tangki septik adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh 
masyarakat di seluruh kabupaten/kota 
4) Ukuran/Konstanta 
Persen (%). 
5) Contoh Perhitungan 
Pada kondisi eksisting tahun X di Kabupaten A, diidentifikasi jumlah 
masyarakat yang memiliki tangki septik sebanyak 75.000 jiwa. Direncanakan 
pada tahun akhir pencapaian SPM, (tahun 2014) jumlah masyarakat yang 
memiliki tangki septik dan terlayani oleh IPLT sebanyak 250.000 jiwa. Secara 
total jumlah penduduk yang memiliki tangki septik di tahun 2014 adalah 
sebanyak 400.000 jiwa. Dengan asumsi 1 KK setara dengan 5 jiwa, maka 
jumlah tangki septik yang terlayani adalah: (250.000 jiwa/5 KK/tangki septik) = 
50.000 buah tangki septik Jumlah total tangki septik adalah(400.000 jiwa/5 
KK/tangki septik) = 80.000 buah tangki septik Maka nilai SPM tingkat 
pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah: (50.0 80.000) x 100% = 
62,5%. 
d. Sumber Data 
-  Wilayah dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per 
tahun analisis 
- Rencana pengembangan wilayah dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas 
Pekerjaan Umum Daerah) 
e. Rujukan 
-  SNI 03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan 
Sistem Resapan 
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-  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Domestik Atau Perubahannya 
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Permukiman. 
f.  Target 
SPM tingkat pelayanan adalah 60% pada tahun 2014 
g.  Langkah Kegiatan 
-  Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai 
dengan standar teknis yang berlaku 
- Sosialisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang benar 
kepada seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis yang berlaku 
h. SDM 
a) SDM pada Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah  
b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. 
2).   Pengelolaan sampah dengan indikator : 
a) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 
b) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 
3).   Drainase dengan indikator : 
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak  
terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali 
setahun. 
 
2.  Bidang Pertamanan 
a. Penataan Ruang 
1)   Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator : 
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan 
perkotaan. 
 Untuk ketiga bidang berikut ini yakni Bidang Pemadam Kebakaran,  Bidang Penerangan 
Jalan Umum, dan Bidang Pemakaman, penulis belum memperoleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, terutama berupa petunjuk teknis. Oleh karena itu, guideline 
penyusunan dan penetapan SPM pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam 
Jurnal AKP│ Vol. 1 │ No. 2 │ Agustus 2012 
66 
 
Kebakaran Kabupaten Bekasi akan difokuskan pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan, 
sambail mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. 
Berdasarkan petunjuk teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat dua 
bidang pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang 
relevan dibuatkan guideline penyusunan dan penetapan SPM, yaitu bidang Kebersihan dan 
Pertamanan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 
Tabel 1 
Contoh 1: Guideline Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Bekasi  
 
 
NO. SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR CAKUPAN/LINGKUP TOLOK UKUR 
1 Air limbah 
Permukiman 
a. Tersedianya sistem 
air limbah setempat 
yang memadai 
masyarakat di seluruh 
Kabupaten Bekasi 
60% pada tahun 
2014 
  b. Tersedianya sistem 
air limbah skala 
komunitas/kawasan/ 
kota. 
masyarakat di seluruh 
Kabupaten Bekasi 
ketersediaan 
sistem jaringan 
dan pengolahan 
air limbah adalah 
5% pada tahun 
2014. 
2 Pengelolaan 
Sampah 
a. Tersedianya fasilitas 
pengurangan sampah 
di perkotaan. 
 
masyarakat di seluruh 
Kabupaten Bekasi 
Timbulan 
sampah yang 
berkurang ke 
TPA adalah 20% 
untuk 2014 
  b. Tersedianya sistem 
penanganan sampah 
di perkotaan. 
masyarakat di seluruh 
Kabupaten Bakasi 
Pengangkutan 
Sampah 70% 
untuk 2014 
3 Drainase a. Tersedianya sistem 
jaringan drainase 
skala kawasan dan 
masyarakat di seluruh 
Kabupaten Bekasi 
sistem jaringan 
drainase skala 
kawasan dan 
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NO. SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR CAKUPAN/LINGKUP TOLOK UKUR 
skala kota.  kota ditargetkan 
sebesar 50% 
pada tahun 2014. 
  b. Tidak Terjadinya 
Genangan > 2 Kali/ 
Tahun 
masyarakat di seluruh 
Kabupaten Bekasi 
ditargetkan 
sebesar 50% 
pada tahun 2014 
4 Penyediaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 
Publik 
Tersedianya luasan RTH 
publik sebesar 20% dari 
luas wilayah kota/ 
kawasan perkotaan 
masyarakat di seluruh 
Kabupaten Bekasi 
target SPM 
Penyediaan RTH 
Publik pada 
tahun 2014 
adalah 25%. 
Sumber : LAMPIRAN II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 14/PRT/M/2010, Tanggal 25 
Oktober 2010. 
 
Tabel 2 
Contoh 2: Guideline Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Bekasi 
 
NO. 
SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR 
CAKUPAN/ 
LINGKUP 
TOLOK UKUR 
RUMUS DAN PERHITUNGAN TARGET 
1 2 3 4 5 6 
1 Air limbah 
Permukiman 
a. Tersedianya 
sistem air 
limbah 
setempat 
yang 
memadai 
masyarakat 
di seluruh 
Kabupaten 
Bekasi 
 
                      ∑akhir thn pencapaian SPM 
SPM tingkat =                     Tangki septik yg dilayani 
pelayanan                           Total tangki septik 
                      ∑seluruh kab 
 
Contoh. 
Pada kondisi eksisting tahun X di Kabupaten A, 
diidentifikasi jumlah 
masyarakat yang memiliki tangki septik sebanyak 
75.000 jiwa. 
60% pada 
tahun 
2014 
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NO. 
SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR 
CAKUPAN/ 
LINGKUP 
TOLOK UKUR 
RUMUS DAN PERHITUNGAN TARGET 
1 2 3 4 5 6 
Direncanakan pada tahun akhir pencapaian SPM, (tahun 
2014) jumlah 
masyarakat yang memiliki tangki septik dan terlayani 
oleh IPLT sebanyak 
250.000 jiwa. 
Secara total jumlah penduduk yang memiliki tangki 
septik di tahun 2014 
adalah sebanyak 400.000 jiwa. 
Dengan asumsi 1 KK setara dengan 5 jiwa, maka jumlah 
tangki septik yang 
terlayani adalah: 
(250.000 jiwa/5 KK/tangki septik) = 50.000 buah tangki 
septik 
Jumlah total tangki septik adalah 
(400.000 jiwa/5 KK/tangki septik) = 80.000 buah tangki 
septik 
Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun 
pencapaian SPM 
adalah: (50.0 80.000) x 100% = 62,5%. 
 
  b. Tersedianya 
sistem air 
limbah 
skala 
komunitas/k
awasan/ 
kota. 
masyarakat 
di seluruh 
Kabupaten 
Bekasi 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ∑ akhir thn pencapaian SPM 
                                                    Penduduk yg terlayani 
SPM  ketersediaan sistem  
jaringan dan pengolahan = 
air limbah 
                                  ∑ seluruh kab/kota                                                                                    
                                                    penduduk 
Contoh Perhitungan 
Pada kondisi eksisting di Kabupaten A tahun X, 
diidentifikasi jumlah 
masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem 
jaringan dan pengolahan air 
SPM 
ketersedia
an sistem 
jaringan 
dan 
pengolaha
n air 
limbah 
adalah 5% 
pada 
tahun 
2014. 
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NO. 
SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR 
CAKUPAN/ 
LINGKUP 
TOLOK UKUR 
RUMUS DAN PERHITUNGAN TARGET 
1 2 3 4 5 6 
limbah skala kawasan sebanyak 20.000 jiwa. 
Direncanakan pada tahun akhir pencapaian SPM (tahun 
2014), jumlah 
masyarakat yang memiliki akses sebanyak 75.000 jiwa, 
Secara total, jumlah penduduk di kabupaten tersebut di 
tahun 2014 sebanyak 
500.000 jiwa. 
Maka nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan 
pengolahan air limbah pada 
akhir tahun pencapaian adalah: 
(75.000 jiwa / 500.000 jiwa) x 100% = 15%. 
2 Pengelolaan 
Sampah 
a. Tersedianya 
fasilitas 
penguranga
n sampah di 
perkotaan 
masyarakat 
di seluruh 
Kabupaten 
Bekasi 
 
 
 
 
 
 
                             ∑akhir thn pencapaian 
                                                     Volume sampah yg 
                                                     direduksi di TPST 
SPM fasilitas  
pengurangan= 
sampah  
di perkotaan 
                             ∑seluruh kota 
                                                      Volume sampah yg  
                                                       harusnya direduksi di 
                                                      TPST 
Contoh Perhitungan: 
Pada kondisi eksisting, kota A belum memiliki tempat 
pengolahan sampah di 
perkotaan. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian 
akan dibangun fasilitas 
pengurangan sampah di perkotaan yang mampu 
mengolah total volume sampah 
sebesar 30,000 ton. Total volume sampah kota sampai 
akhir tahun pencapaian 
adalah 250,000 ton. Maka nilai SPM pada akhir tahun 
pencapaian adalah: 
SPM 
Timbulan 
sampah 
yang 
berkurang 
ke TPA 
adalah 
20% untuk 
2014 
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NO. 
SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR 
CAKUPAN/ 
LINGKUP 
TOLOK UKUR 
RUMUS DAN PERHITUNGAN TARGET 
1 2 3 4 5 6 
(30,000 ton/250,000 ton) x 100% = 12 % 
 
  b. Tersedianya 
sistem 
penangana
n sampah di 
perkotaan. 
masyarakat 
di seluruh 
Kabupaten 
Bekasi 
 
 
 
 
(Timbulan sampah / kapita / hari) x populasi = volume 
sampah / hari 
 
Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan dengan jumlah 
populasi dalam cakupan pelayanan adalah jumlah 
volume sampah. 
 
Volume sampah =  jumlah truk yang dibutuhkan 
 
∑   ((k1 x r1+(k2 x r2) +.....) x ritasi hari/hari 
   ki 
K1 = jumlah truk sampah 
R1 = volume truk sampah 
 
Jumlah volume sampah (m3) yang harus diangkut dibagi 
dengan kapasitas truk 
(m3) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang 
dibutuhkan. 
                                         ∑akhir tahun pencapain SPM 
                                                                 Vol sampah terangkut 
pengangkutan sampah= 
                                         ∑Seluruh kota 
                                                                Vol sampah 
(Timbulan x populasi)  vol.sampahdi daurulang, guna ulang, 
proses = vol. sampahke TPA 
Keterangan: 
Timbulan sampah (m3/orang/hari) dikalikan dengan 
jumlah populasi dalam cakupan pelayanan dikurangi 
dengan jumlah sampah yang didaur ulang, diguna 
ulang dan diproses adalah jumlah volume sampah yang 
masuk ke TPA. 
              volumesampahkeTPA  
SPM 
Pengangk
utan 
Sampah 
70% untuk 
2014 
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NO. 
SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR 
CAKUPAN/ 
LINGKUP 
TOLOK UKUR 
RUMUS DAN PERHITUNGAN TARGET 
1 2 3 4 5 6 
                                                           = luasTPA 
ketinggiansampah yangdirencanakan 
Luas lahan TPA = (1 + 0,3) luas TPA 
 
Keterangan: 
Volume sampah yang masuk ke dalam TPA dibagi 
dengan rencana ketinggian tumpukan sampah dan 
tanah penutup adalah luas TPA yang dibutuhkan. 
Tingkat pelayanan sampah Jumlah volume sampah (m3) 
yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m3) 
dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan. 
                                  ∑akhir tahun pencapain SPM 
                                                                 Vol sampah terangkut 
SPM 
pelayanan sampah= 
                                   ∑Seluruh kota 
                                                                  Vol sampah 
Contoh Perhitungan: 
Pada kondisi eksisting, kota A telah melakukan 
pengangkutan di beberapa wilayah kota. Direncanakan 
pada akhir tahun pencapaian, dengan kendaraan yang 
ada akan mengangkut total volume sampah sebesar 
100,000 ton. Total volume sampah kota sampai akhir 
tahun pencapaian adalah 250,000 ton. Maka nilai SPM 
pada akhir tahun pencapaian adalah: 
(100,000 ton/250,000 ton) x 100% = 40 % 
Pada kondisi eksisting, kota A (kota kecil) memiliki 1 
TPA yang masih dioperasikan dengan Open Dumping. 
Pada akhir tahun perencanaan direncanakan TPA 
tersebut sudah dioperasikan dengan Controlled Landfill, 
tidak ada rencana pembangunan lokasi baru, maka nilai 
SPM pada akhir tahun pencapaian adalah 100%. 
3 Drainase 1. Tersedianya 
sistem 
jaringan 
drainase 
skala 
kawasan 
dan skala 
kota.  
masyarakat 
di seluruh 
Kabupaten 
Bekasi 
 
 
 
                Jumlah infrastuktur  
                drainase yg dikelola (A) 
SPM =                                                                  x 100% 
                Jumlah infrastuktur  
SPM 
sistem 
jaringan 
drainase 
skala 
kawasan 
dan kota 
ditargetka
n sebesar 
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NO. 
SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR 
CAKUPAN/ 
LINGKUP 
TOLOK UKUR 
RUMUS DAN PERHITUNGAN TARGET 
1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
                drainase yg harus  
                dibangun (B) 
A = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang 
telah dibangun dan mampu d ikelola O/P nya oleh 
Kota/Kabupaten; 
B = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa serta 
infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan 
untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem 
Drainase yang tercantum dalam perencanaan 
Kota/Kabupaten. 
50% 
pada 
tahun 
2014. 
 
 
  2. Tidak 
Terjadinya 
Genangan 
> 2 Kali/ 
Tahun 
masyarakat 
di seluruh 
Kabupaten 
Bekasi 
 
 
 
 
SPM ini adalah persentase luasan yang tergenang di 
suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian 
SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau 
berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten dimaksud. 
                Luas daerah  
                bebas genangan (A) 
SPM =                                                                  x 100% 
                Luas daerah  
                rawan genangan (B) 
A =  luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan 
kemudian terbebas dari genangan (terendam < 
30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali 
setahun); 
B =  luasan daerah yang rawan genangan dan 
berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm 
dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun). 
SPM 
ditargetka
n sebesar 
50% pada 
tahun 
2014. 
4 Penyediaan 
Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) Publik 
Tersedianya 
luasan RTH 
publik sebesar 
20% dari luas 
wilayah kota/ 
kawasan 
perkotaan 
masyarakat 
di seluruh 
Kabupaten 
Bekasi 
 
 
 
 
 
 
SPM penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 
adalah selisih antara 
persentase luas RTH Publik per 5 tahun dengan 
persentase luas RTH Publik 
saat ini. 
                         Σakhir tahun pencapaian SPM 
                                                           Luasan RTH publik  
                                                           yang tersedia 
SPM Penyedian RTH Publik =                           x 100% 
                                                           Luasan RTH publik 
                                                           yang seharusnya 
                         Σwil.kota/kawasan perkotaan 
Amanat  
UUPR 
yaitu 
sebesar 
20%. 
Tahun 
2014 
adalah 
25%. 
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NO. 
SUBSTANSI 
PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
INDIKATOR 
CAKUPAN/ 
LINGKUP 
TOLOK UKUR 
RUMUS DAN PERHITUNGAN TARGET 
1 2 3 4 5 6 
Contoh perhitungan 
Sampai tahun 2014, Kota A memiliki jumlah luasan RTH 
publik sebesar 50 ha 
dari luas wilayah kota, sedangkan RTH publik ideal 
untuk kota tersebut adalah 
150 ha, maka Nilai SPM penyediaan publik pada akhir 
tahun pencapaian adalah: 
2014 (Kota) = 50/150 x 100% = 33% 
Sumber : LAMPIRAN II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 14/PRT/M/2010, Tanggal 25 
Oktober 2010. 
 
IV. Implementasi Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas 
Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. 
 Dalam prakteknya apakah kebijakan yang diterapkan itu merupakan pendekatan top-
down, bottom-up atau pendekatan principal-agent, implementasi kebijakan melibatkan tiga 
kegiatan (Anderson dan Sotir Hussey, 2006) yaitu: 
1. Interpretasi: penerjemahan kebijakan menjadi arahan administratif; 
2. Organisasi: pembentukan unit administratif dan metode yang diperlukan untuk 
menempatkan program yang berlaku; dan  
3. Aplikasi: administrasi rutin layanan. 
 Interpretasi arah kebijakan memerlukan penjabaran pengetahuan tentang intervensi ke 
dalam konteks lokal tertentu. Faktor-faktor untuk mempertimbangkan ketika menafsirkan 
kebijakan kesehatan meliputi (Jenkin et al 2006): 
1. Sumber daya lokal, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur.  
2. Karakteristik khusus dari populasi.  
3. Kejadian yang sering terjadi tentang masalah kesehatan.  
4. Periode laten sebelum efek dari intervensi akan diamati.  
5. Keseimbangan antara pencapaian target yang mencerminkan proses perubahan dan 
mereka yang mencerminkan risiko faktor perubahan.  
6.  Variasi lokal dalam efektivitas kemungkinan intervensi tertentu. 
 Mencermati faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika menafsirkan kebijakan 
bidang kesehatan menurut Jenkin (et al 2006) di atas, menurut penulis bahwa faktor-faktor 
tersebut juga dapat digunakan dalam analisis implementasi kebijakan penyusunan dan 
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penetapan standar pelayanan minimal pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Bekasi. 
 Dalam pembahasan ini penulis hanya menjelaskan dua faktor harus dipertimbangkan 
ketika menafsirkan kebijakan, karena dua faktor ini yang paling menentukan keberhasilan 
implementasi kebijakan SPM di  Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Bekasi. 
1. Sumber daya lokal, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur. 
  Berapa jumlah pegawai dan seberapa memadai ketersediaan infrastruktur di Dinas 
Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi sangat menentukan 
keberhasilan mengimplementasikan kebijakan mengenai penyusunan dan penetapan standar 
pelayanan minimal. Berdasarkan data Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Bekasi total pegawai 256 orang, dengan komposisi berdasarkan jenjang 
pendidikan sebagai berikut: S3: 1 orang, S2: 22 orang, S1: 65 orang, dan SLTA sampai dengan 
SD sebesar 164 orang.  
 Melihat komposisi pegawai di atas, dengan perbandingan antara jenjang pendidikan 
SLTA ke bawah dengan jenjang pendidikan tinggi lebih besar jenjang SLTA ke bawah daripada 
jenjang pendidikan tinggi (164:92), sudah dapat dipastikan bahwa tugas pegawai pada jabatan 
pelaksana lebih banyak daripada tugas pegawai  pada jabatan kepala (subbagian, UPTD, seksi, 
bidang, sekretaris, dinas). Secara teori bahwa jumlah pegawai pada jabatan teknis harus lebih 
banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai pada jabatan konseptual. Perbandingan antara 
jumlah pegawai dan beban tugas seperti kerucut dengan kerucut terbalik. Jumlah pegawai 
dengan tugas-tugas konseptual lebih sedikit dibanding dengan jumlah pegawai dengan tugas 
teknis, tetapi beban dan tanggung jawab pegawai dengan tugas konseptual lebih besar daripada 
mereka yang menjalankan tugas-tugas teknis. Artinya Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dilihat dari sumber daya manusia telah memadai.  
2. Karakteristik khusus Sumber Daya Manusia 
 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan karakteristik khusus dari populasi adalah 
ciri-ciri khusus yang dimiliki para pegawai di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun dan 
menetapkan standar pelayanan minimal bidang kebersihan, pertamanan, dan pemadam 
kebakaran. Ciri-ciri khusus ini erat kaitannya dengan pola perilaku pegawai dalam bekerja.  
 Menurut Daniel W. Bromley (1989) bahwa proses kebijakan (Policy 
process) mencakup tiga tingkat kebijakan: Pertama, kebijakan tertinggi (policy level) yang 
diciptakan oleh badan legislatif. Kedua, kebijakan tingkat organisasional (organisasional level) 
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sebagai penjabaran kebijakan tertinggi diciptakan oleh eksekutif. Ketiga, kebijakan tingkat 
operasional (operational level) sebagai pelaksanaan kebijakan organisasional. 
Produk legislatif, kata Bromley, adalah  pernyataan umum tentang segala macam yang 
ingin dipenuhi, diperdebatkan dan kemudian dirumuskan. Produk eksekutif adalah implementasi 
produk legislatif dalam bentuk aturan-aturan pengorganisasian tentang bagaimana ketentuan 
produk legislatif dijabarkan dan hal-hal yang akan dilakukan dalam arti programatis. Sementara 
produk dari operasional level adalah bagaimana bekerjanya unit-unit dalam masyarakat.1 
Pendapat Bromley ini memperjelas posisi dan sifat peraturan perundang-undangan di bidang 
desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi.  
Produk hukum Legislatif menurut Bromley tingkatannya policy level, sementara menurut 
Kelsen disebut Statute (UU), sedangkan  Nawiasky  menempatkannya  pada  kelompok Formell 
Gesetz. Produk hukum Pemerintah atau eksekutif, menurut Bromley, tingkatannya 
organisasional, sementara menurut Kelsen disebut Ordinances atau Regulations atau peraturan, 
sedangkan Nawiasky meletakkannya pada kelompok  Verodenung & Autonome Satzung. 
Sementara produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah lokal dalam perspektif Bromley 
tingkatannya operasional, sedangkan dalam perspektif Nawiasky berada pada tingkat 
Verordenung & Autonome Satzung. 
Wewenang mengatur atau membentuk perundangan-undangan sendiri, melaksanakan, 
mengadili, maupun kepolisian bagi daerah otonom dilihat dari perspektif Kelsen, dan Nawiasky, 
tunduk kepada ketentuan yang lebih tinggi, sementara dilihat dari pendapat Bromley bersifat 
operasional. Tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi maksudnya bahwa 
wewenang yang dimiliki dengan sendirinya dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Dalam kerangka otonomi, maka mengacu pada pendapat Kelsen, Nawiasky, dan 
Bromley, peraturan pemerintah daerah adalah mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang 
cara bekerjanya organisasi daerah otonom dalam melaksanakan wewenang mengurus urusan 
pemerintahan di lingkungannya dan di tingkat instansi otonom bawahan. 
Mengikuti teori Bromley, penulis melihat bahwa para pegawai Dinas Kebersihan, 
Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi tidak akan mengalami kesulitan 
dalam menafsirkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 14/PRT/M/2010, Tanggal 25 
Oktober 2010, karena berlaku prinsip peraturan tersebut tunduk pada ketentuan perundang-
undangan yang lebih tinggi, maksudnya bahwa wewenang yang dimiliki dengan sendirinya 
dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga terhindar dari 
multitafsir. Di samping itu, tertutup juga peluang terjadinya salah tafsir karena bersifat 
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operasional yang sudah jelas apa yang harus dikerjakan oleh setiap pegawai tanpa membuat 
kesalahan/tafsir sendiri –peraturan benar-benar telah menuntun pada tindakan yang tepat. 
 Nugroho (2009:494) memiliki pemikiran yang berbeda dari pemikir lain mengenai sebab-
sebab implementasi kebijakan gagal. Perbedaan pemikiran ini pun sangat mungkin terjadi pada 
orang-orang yang bekerja di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Bekasi. Pertama, perbedaan yang berhubungan dengan kejelasan makna 
implementasi kebijakan. Menurut Nugroho (2009:495) Implementasi kebijakan pada prinsipnya 
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. 
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah, yaitu langsung 
mengimplentasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau 
turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Sekuensi Implementasi Kebijakan 
 
Kedua, perbedaan yang berkaitan dengan kejelasan bentuk kebijakan publik. Menurut 
Nugroho (2009:495) Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah 
adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering 
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang langsung operasional antara 
lain: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-
lain. Kebijakan tentang SPM pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran 
Kebijakan Publik 
Kebijakan Publik 
Penjelas 
Program 
Proyek 
Kegiatan 
Pemanfaatan 
(beneficiaries) 
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Kabupaten Bekasi merupakan kebijakan publik yang langsung operasional karena berupa 
Peraturan Menteri.  
 Dalam implementasi sebenarnya mudah saja karena mulai dari pimpinan hingga staf 
tidak perlu lagi menafsirkan isi peraturan tersebut untuk menghindarkan kesalahan penafsiran 
atau menimbulkan multitafsir. Dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Bekasi dapat menjalankannya, namun masih terkendala oleh karena 
keliru dalam menetapkan organisasi perangkat daerah (OPD) beserta bidang tugasnya. Akibat 
lainnya adalah kesulitan menentukan OPD mana yang paling bertanggung menyusun dan 
menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Bab VI Pelaporan, Pasal 16,  (1) Bupati/Walikota 
menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Kendala tersebut seharusnya tidak perlu 
muncul, jika  salah satu asas yang seharusnya ada dalam proses menyusun OPD yakni asas 
fungsional konsisten diterapkan. Asas tersebut menuntun para pengambil keputusan dalam 
penyusunan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bertindak tepat dan jelas 
mengenai OPD, uraian tugas, implementasi SPM, dan penyusunan dan penyampaian laporan 
umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.  
   Ketiga, perbedaan yang berkaitan dengan kejelasan pengertian dan 
sekuensi implementasi kebijakan, khususnya sektor publik.  Sekuensi implementasi kebijakan 
secara umum terlihat dalam gambar berikut: 
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 Misi adalah yang pertama, karena melekat pada organisasi. Misi adalah alasan mengapa 
organisasi hadir. Jadi misi menentukan ke mana akan pergi, atau visi. Jika misi melekat pada 
organisasi, dan tidak berubah selama organisasi ada, kecuali jika organisasi dirombak atau 
direformasi, visi melekat pada individu yang memimpin organisasi.  
 Setiap pemimpin organisasi harus mempunyai visi ke mana organisasi dibawa selama di 
bawah kepemimpinannya. Ini perlu dipahami, karena pemimpin organisasi sering kali terlalu 
berlebihan hingga mencanangkan visi lebih dari apa yang dapat dicapainya. Ini juga membuat 
pemimpin menjadi terlalu berobsesi pada apa yang dapat dicapainya, bahkan pada kekuasaan 
organisasi. Jika pemimpin hendak mencanangkan visi melebihi jabatan kepemimpinannya, ia 
harus menetapkan detil dari visi yang hendak dicapainya, dan menetapkan bahwa visi jangka 
panjang adalah visi yang digerakkan oleh capaiannya pada visi di mana ia bekerja.  
 Pemahaman ini perlu dikemukakan, mengingat sebagian besar dokumen perencanaan 
strategis di Indonesia, ataupun pada sejumlah buku teks yang dipergunakan di Indonesia, 
mengemukakan bahwa visi yang pertama, dan misi merupakan penjabaran lebih rinci dari visi. 
Pemahaman seperti ini masih sering terjadi pada organisasi publik, termasuk Dinas Kebersihan, 
Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.   
 Upaya merinci visi hingga kegiatan mengikuti alur pemikiran tersebut di atas, dinas ini 
masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan keharusan dinas untuk copy paste visi Bupati dan 
Wakil Bupati yang lahir dari proses politik lima tahunan, sementara dinas sebagai organisasi 
yang merepresentasikan publik keniscayaannya adalah tunduk pada kehendak publik dan 
dijalankan berdasarkan peraturan yang sesuai dengan kehendak publik.  Dengan demikian,  
misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang pertama, visi Bupati dan Wakil Bupati 
merupakan penjabarannya. Permasalahan yang sering muncul, ganti kepala daerah ganti visi 
kepala daerah yang sering kali berbeda dengan misi Pemerintah Daerah bisa dihindarkan. 
Publik di daerah telah paham bahwa siapapun kepala daerah, ia akan menjalankan 
kepemimpinan yang digerakkan oleh misi Pemerintah Daerah. Itulah mission driven sektor 
publik yang harus dilaksanakan agar dalam formulasi kebijakan publik sesuai dengan kehendak 
publik dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berkualitas. 
 
V. Penutup 
 Terdapat dua fungsi Penyelenggaraan pemerintahan yakni fungsi pengaturan 
(regulation) dan fungsi pelayanan (services). Kedua fungsi ini masih belum konsisten dijalankan 
pemerintah daerah. Peraturan yang dibuat berbeda dengan peraturan di atasnya, padahal 
pemerintah daerah bisa langsung mengimplentasikan dalam bentuk program, atau melalui 
formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Peraturan Menteri Dalam 
Yayan Rudianto – Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas 
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Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal, Bab VI Pelaporan, Pasal 16, (1) Bupati/Walikota menyusun dan 
menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Gubernur. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat perbedaan bidang 
tugas dan SKPD yang harus mempersiapkan penyusunan laporan tersebut, salah satunya 
adalah antara Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran dengan Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi. 
 Penyelenggaraan pelayanan publik yang seharusnya berkualitas, oleh sebab kesalahan 
memaknai kebijakan publik juga terpengaruh. Kinerja pelayanan publik Dinas Kebersihan, 
Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran tidak bisa digambarkan secara utuh karena sebagian 
pekerjaan yang harus dilaporkan telah menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum. Keterkaitan dua 
fungsi ini sangat kuat. Tugas pemerintah daerah adalah menjalankannya secara konsisten agar 
formulasi kebijakan publik sesuai dengan kehendak publik dan penyelenggaraan pelayanan 
publik yang berkualitas dapat tercapai. 
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